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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESRA

NOMOR 159 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERTAN IZIN PEND重RIAN / OPERAS重ONAL MADRASAH rmIDArYAH

MARDHA富重LLAH KOnA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang　: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, Perlu memberikan kesempatan masyarakat
mela皿i organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan

madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara

bahWa maSa berlaku izin operasional/pendirian madrasah

seba距mana tercantum dalam Lamplran Keputusan ini telah

habis;

c. bah十九a madrasah sebagaimana tercantum dalam Lamplran

Keputusan iri telah memenuhi persyaratan perpaIUangan izin

Pen dirian/ OPeraSional madrasah ;

d. ba重IWa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, Perlu menetapkan Keputusan

Menteri Agama Tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional

Madrasah Ibtidaiyah Mardha岨1ah Kota Ba脆kpapan.

Men如at : 1. #霊g慧p監護霊慧謹蒜n笠霊嵩謹

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 43O l 〉;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　4496) sebagaimana telah diubah dengan

Perat早ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 15 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repub出c

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5670) ;

3. P。raturan P。m。rintah N。m。r 48 Tahun 2OO8 tentang Pふdanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia

No皿or 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor　17　Tahun　2O10　tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Le皿banm Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Le皿ba∫an

N.egara Republik Indonesia Nomor 515O) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201O

tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Le捌banm Negara Repubnk ‘Indonesia Tahun 2OlO Nomor 1 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones圭a Nomor 5 1 57) ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017

tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

Da泊r/ Madrasah Ibtidaiyah ,　Sekolah Menengah

Pe証ama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Ata.s! Madrasah Aliyah∴



6. Peraturan Menteri Pendi(虹kan Nasional Nomor 15 Tahun 201O

tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan di

Kabupaten / Kota;

7・ Peraturan Menteri Agama Republik Iridonesia Nomor 90 Tahun

2013 Tentang penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385

Tahun 2O14 tentang petu可vk Teknis Pend誼an Madrasah Yang、

Diselenggan癌an oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang petu書中vk Teknis PerpaJ可angan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan pengganti Izin

Pendirian madrasah karena皿ang・ Penerbitan Surat Keterangan

Kemsakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;

10. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Baljkpapan Nomor : B- 6719 / Kk.16.3・2 / PP.00 / 12 / 2O2O

tangga1 18 Desember 2O19.

Menetapkan　‥ KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

認諾能龍認諾KPARANrADRASAH IBTIDAIYAH

KESATU　: Memberikan pe重Pa亘yangan izin pendirian/operasional Madrasah

Sebagalmana tercantum dalan Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA　: Pemberian izin operasional sebagaimana d血aksud dalan Diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesual dengan kententuan peraturan

Perundang-undangan.

KETI GA Keputusan ini mulai berla血　pada tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliman di kemudian hari akan disempumakan
Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tangga1 02 Maret 2O2O



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2020

諾諜EAN IZIN PENDIRRAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH MARDHATILLAH KOTA

BALIKPAPAN


